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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 November
1994, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX,
pendidikan DIII, tempat kediaman di Jalan xxx
XXXX  XXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX — XXXX,
XXXXXKXXXKXX  XKXXXKX,  XXXXXXXKX  XXXXXXKX,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 20 November 1983, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SMP, tempat kediaman di Xxxxx
XXXXXXX XXXXXK XKXX, XXXXXXKXX XXXX XXXXKX,
XXXXXXXKX XXXX XXXKX, XXXX XXXXX XXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.TIi,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
tergugat pada tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan PPN Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0923/036/X/2017 tanggal 09 Oktober
2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal
bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan xxx XXxx XXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX dan terakhir
tinggal bersama di alamt tersebut;

3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama,
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, umur 2 tahun dan anak
tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4, Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah
tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus.

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan

tergugat tersebut adalah :

a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap
Penggugat;
b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

tangga terhadap Penggugat;
C. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak
awal nikah.
d. Bahwa Tergugat tidak menghargai kedua orang tua
penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan
tergugat terjadi pada tanggal 09 Maret 2020 dan akibat perselisihan dan
pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal
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selama 6 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman
adalah tergugat.

7. Bahwa pihak keluarga penggugat berusaha untuk merukunkan
penggugat dan tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak
berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat
sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai keterangan disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil,

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan
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perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Novianti, NIK :

7204076111940003, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah sesuai

dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.1,

sebagaimana terlampir;

b.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0923/036/X/2017 tanggal 09

Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama XXXXXXXXX XXXX XXXxxX, Kota Palu, bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah sesuai dengan

aslinya, oleh Majelis hakim diparaf dan diberi tanda P.2, sebagaimana
terlampir;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXX XXXXXXxxX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
« Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
pasangan suami istri karena saksi adalah Ibu Penggugat;
« Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 09 Oktober
2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxx XXXX XXXXX
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XXXXXXX, XXXXXXXXK XKKK, XXXXXXXXX XXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXXXX dan
terakhir tinggal bersama di alamt tersebut;
« Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak;
« Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober tahun
2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
« Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar
terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam
rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi
Penggugat sejak awal nikah, dan Tergugat tidak menghargai kedua
orang tua penggugat;
« Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dan
pernah melihat Tergugat melempar dan merusak perabotan rumah
tangga, bahkan saksi pernah melihat Tergugat berlaku kasar pada
anak kandungnya;
« Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan tidak ada kerja, sehingga
tidak ada nafkah yang diberikan
« Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;
« Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat;
« Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XxXxXxxx XXxXx XxXxxXxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXxxX, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
pasangan suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
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« Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 09 Oktober

2017;

« Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama di di rumah orang tua penggugat di Jalan xxx XXxx XXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXXK XKKK; XXXXXXXXX XXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXXXX dan

terakhir tinggal bersama di alamt tersebut;

« Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak;

« Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober tahun

2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

« Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar

terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi

Penggugat sejak awal nikah, dan Tergugat tidak menghargai kedua

orang tua penggugat;

« Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan tidak ada kerja, sehingga

tidak ada nafkah yang diberikan

« Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat jika marah sering

meninggalkan rumah kediaman dan saksi sering mendengar

curhatan Penggugat tentang pemukulan yang dilakukan Tergugat;

« Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama;

« Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat;

« Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718
Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya
Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk
melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan
menasehati Penggugat tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh
Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,
maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
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vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses
selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah
dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta
dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan
Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti
Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di XXXXXXXXX
XXXXXXxXX sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang
diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan
Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki legal standing
dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah
sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah
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sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan
perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan
menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober
tahun 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak
pernah menafkahi Penggugat sejak awal nikah, dan Tergugat tidak menghargai
kedua orang tua penggugat, kemudian pada bulan Maret 2020 Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut
berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan
terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan
keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan
Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan
Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis
Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta
hukum persidangan sebagai berikut:

. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

lagi sejak bulan Oktober tahun 2017 karena antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
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Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat,

Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal nikah, dan

Tergugat tidak menghargai kedua orang tua penggugat;

. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada

bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah

sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

. Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga dan Majelis

hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan
secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan
Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan,
vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup
rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah
menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar
terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat
sejak awal nikah, dan Tergugat tidak menghargai kedua orang tua penggugat.
Fakta-fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian
dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga
tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah perceraian, karena tidak
sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan
pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya
untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan
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menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan sudah
tidak ada komunikasi lagi serta sudah ada upaya mendamaikan dari pihak
keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan
Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang
lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga
yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi
dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa
adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling
membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan
dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut,
maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing

pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh

yang berbunyi :
cdlaa)l > e pario auwlaall )5

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan
tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah
pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai
alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Figh Sunnah Juz 1l halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

ol az gl diny olall o] blges cus I5L_s
olgs azo BUY Lo slaoyl olSy zo il sl icl
ol e olall j=eg lag) Lol (u 6, sias]

Artinya : "Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraiannya di hadapan
hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan
adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il
halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:
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ad 5>V odUs gg9
Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ”

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,
maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in
shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid
Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.HI. dan Syafi'il
Anam, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.
Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.HI. Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Syafi'il Anam, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- Meterai - Rp9.000,00

Jumlah : Rp479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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